
 

 

 

 

 

 

BUPATI BLORA 

PROVINSI  JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR    12        TAHUN 2019 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI   BLORA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, maka 

perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Izin Penyelenggaraan Reklame; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4655); 

5. Peraturan Presiden Nomor  97  Tahun  2014 tentang 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Blora 2011-2031 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 17); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas   Peraturan Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin 

Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 12); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 19 

Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 19); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA 

dan 

BUPATI BLORA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN 

PENYELENGGARAAN REKLAME.  

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas   Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 12) diubah, sehingga Pasal 24  berbunyi sebagai 

berikut: 

 

 

Pasal 24 

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3),  diancam  

pidana  kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 

banyak Rp50.000.000,00 (lima  puluh  juta rupiah). 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora. 

                                           

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 25 Oktober 2019 

BUPATI BLORA, 

Cap Ttd. 

DJOKO NUGROHO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 25 Oktober 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap Ttd. 

KOMANG GEDE IRAWADI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 12 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA 

TENGAH : (12-327/2019) 

 

Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 

 
 
 

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si. 

NIP. 19760905 199903 2 004 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR     12        TAHUN 2019 

TENTANG  

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2 TAHUN 2015 

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 

I. UMUM 

  

Penyelenggaraan reklame tidak hanya menyangkut kegiatan 

perekonomian, namun memiliki kaitan erat dengan tata kota 

khususnya dari segi ketertiban, keindahan, keamanan, kenyamanan, 

kerapian serta kesusilaan. Penyelenggaraan reklame di Kabupaten 

Blora harus sesuai dengan tata nilai kehidupan lahir maupun batin 

masyarakat Kabupaten Blora. Oleh karenanya, pelaksanaan 

penyelenggaraan reklame tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. 

Agar penegakan Peraturan Daerah ini berjalan dengan optimal 

dan memiliki kepastian hukum, penunjukan pasal dan ketentuan 

pidana dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

 Cukup jelas. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 12 


